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ABSTRAK 

 

JUAL BELI MAINAN YANG DILAKUKAN OLEH MUMAYYIZ  

PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH  

(Studi Kasus di Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah) 

 

 

Oleh:  

 

OCTAVIA CAHAYA DEWI  

NPM. 13112619 

Jual beli sebagai salah satu bentuk transaksi harus ada beberapa hal yang 

harus dipenuhi agar akadnya dianggap sah dan mengikat. Beberapa hal tersebut 

disebut sebagai rukun. Ulama Hanafiyah menegaskan bahwa rukun jual beli 

hanya satu, yaitu ijab. Menurut mereka hal yang paling prinsip dalam jual beli 

adalah saling rela yang diwujudkan dengan kerelaan untuk saling memberikan 

barang. Maka jika telah terjadi ijab, jual beli telah dianggap berlangsung. 

Tentunya dengan adanya ijab, pasti ditemukan hal-hal yang terkait dengannya, 

seperti para pihak yang berakad, objek jual beli dan nilai tukarnya. Syarat orang 

yang berakad, Ulama Fiqih berpendapat bahwa orang yang melakukan akad harus 

berakal. Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak 

sah. Menurut Mazhab Hanafi apabila akad yang dilakukannya membawa 

keuntungan baginya, seperti menerima hibah, wasiat dan sedekah, maka akadnya 

sah. 

Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui pelaksanaan transaksi jual beli oleh 

mumayyiz dan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah di Tanggulangin Kec. Punggur 

Kab. Lampung Tengah dan mengetahui dampak yang ditimbulkan mumayyiz 

melakukan transaksi jual beli di Tanggulangin Kec. Punggur Kab. Lampung 

Tengah. 

Jenis  penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan dengan sifat 

penelitian deskritif kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan metode 

wawancara dan metode dokumentasi yang dilakukan di di Tanggulangin Kec. 

Punggur Kab. Lampung Tengah..  

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) Jual beli yang dilakukan 

mumayyiz di desa Tanggul Angin di tinjau dari perspekif Hukum Ekonomi 

Syariah belum memenuhi syarat sahnya jual beli karena yang melakukan adalah 

anak yang belum baligh dan menurut  Mazhab Hanafiyah, Malikiyah dan 

Hanabilah jual beli dianggap sah apabila  diizinkan oleh orangtua dan nilai 

barangnya remeh, sedangkan jika tidak ada izin walinya maka akadnya menjadi 

maukuf. (2) Dampak yang timbul akibat transaksi jual beli yang dilakukan 

mumayyiz yaitu transaksi tersebut menjadi kebiasaan. Padahal para mumayyiz 

tersebut belum memahami aturan hukum ekonomi syariah mengenai hukum 

bermuamalah. 
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MOTTO  
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Artinya:  dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. 

kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai 

memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-

hartanya…. (Q.S. An-Nisaa’: 6)
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Allah Swt telah menjadikan manusia masing-masing saling 

membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong menolong, tukar menukar 

keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing dengan baik 

dengan jalan jual beli, sewa-menyewa, bercocok tanam, atau perusahaan lain, 

baik dalam urusan sendiri amaupun untuk kemaslahatan umat. 

Kehidupan dalam bermasyarakat memang penting, apalagi manusia 

tidak dapat hidup sendiri. Manusia saling berinteraksi antara satu dengan yang 

lainnya, atau disebut dengan muamalah. Namun tidak semua masyarakat 

mengetahui secara kaffah akan peraturan-peraturan dalam bermuamalah, 

misalnya dalam kasus jual beli. 

Pada masyarakat primitif jual beli dilangsungkan dengan cara  saling 

menukarkan harta dengan harta (al-muqayadhah), tidak dengan uang 

sebagaimana berlaku di zaman ini, karena  masyarakat primitif belum 

mengenal adanya alat tukar seperti uang.
1
 

Hukum-hukum mengenai muamalah telah dijelaskan oleh Allah di 

dalam Al-Qur’an dan dijelaskan pula oleh Rasullah dalam As-Sunnah yang 

suci. Sebagaimana Firman Allah SWT: 

 

                                                 
1
 Nasrun Haroen,  Fiqih Muamalah, (Jakarta: Gaya Medi Pratama, 2007), h.112 
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....             ....    

Artinya: “....Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 

riba....” (Al-Baqarah: 275)
2
 

 

Penjelasan ayat di atas diperlukan bagi manusia, karena manusia 

memang sangat membutuhkan keterangan dari kedua sumber hukum Islam 

sebagai dasar dalam bermuamalah. Manusia membutuhkan makanan untuk 

perkuat kondisi tubuh, membutuhkan pakaian, tempat tinggal, kendaraan dan 

lainnya yang digolongkan sebagai kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder 

dalam hidupnya.
3
 

Jual beli sebagai salah satu bentuk transaksi harus ada beberapa hal 

yang harus dipenuhi agar akadnya dianggap sah dan mengikat. Beberapa hal 

tersebut disebut sebagai rukun. Ulama Hanafiyah menegaskan bahwa rukun 

jual beli hanya satu, yaitu ijab. Menurut mereka hal yang paling prinsip dalam 

jual beli adalah saling rela yang diwujudkan dengan kerelaan untuk saling 

memberikan barang. Maka jika telah terjadi ijab, jual beli telah dianggap 

berlangsung. Tentunya dengan adanya ijab, pasti ditemukan hal-hal yang 

terkait dengannya, seperti para pihak yang berakad, objek jual beli dan nilai 

tukarnya. 

Jumhur Ulama menetapkan empat rukun jual beli, yaitu para pihak 

yang bertransaksi (penjual dan pembeli), sigat (lafalijan dan qabul), barang 

yang diperjualbelikan dan nilai tukar pengganti barang.
4
 

                                                 
2
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2008),   

h. 65 
3
 Saleh al-Fauzan, Al-Mulakhasul Fiqih, (Jakarta: Gema Insani, 2006), h. 364 

4
 Imam Mustofa, Fiqih Muamalah Kontemporer, (Yogyakarta: Kaukaba, 2014), h.22-23 
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Syarat orang yang berakad, Ulama Fiqih berpendapat bahwa orang 

yang melakukan akad harus berakal. Jual beli yang dilakukan anak kecil yang 

belum berakal hukumnya tidak sah. Menurut Mazhab Hanafi apabila akad 

yang dilakukannya membawa keuntungan baginya, seperti menerima hibah, 

wasiat dan sedekah, maka akadnya sah.
5
 

Syarat transaksi yang sah dilakukan oleh anak kecil, ada dua, yaitu 

sebagai berikut:  

1. Transaksi jual beli barang yang nilainya murah. Transaksi ini sah meski 

anak tersebut belum baligh. Contoh barang yang nilainya murah. 

2. Transaksi yang dilakukan dengan seizin orangtua. 

 

Berdasarkan Mathalib Ulin Nuha, sebuah buku fikih Mazhab Hanbali, 

disebutkan, “Kecuali jual beli barang yang nilainya remeh, misalnya: satu 

potong kue, satu ikat sayuran, atau satu biji permen. Jika bukan barang yang 

nilainya remeh, transaksi yang dilakukan oleh anak yang sudah mumayyiz itu 

sah, asalkan orangtuanya mengizinkannya.
6
 Sesuai dengan firman Allah: 

                         

     ....    

Artinya: “Dan ujilah anak-anak yatim sehingga mereka cukup umur untuk 

menika. Jika menurutmu mereka telah cerdas (cakap menerima 

harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya”. (QS. An 

Nisa:6)
7
 

                                                 
5
 M. Ali Hasan, Fiqih Muamalat, (Jakarta: Raja Grafindo Perdsada,2003), h.118 

6
 http://pengusahamuslim.com/jualan-di-tk-atau-sd/#.U4LcpnY4VH0 pada tanggal  17 

April 2017 
7
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya., h. 111 

http://pengusahamuslim.com/jualan-di-tk-atau-sd/#.U4LcpnY4VH0
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Makna ayat di atas adalah: ujilah anak-anak tersebut supaya kalian 

mengetahui kelayakan mereka dalam membelanjakan harta. Proses ujian 

hanya bisa dilakukan dengan memberikan kepada mereka–wewenang untuk 

melakukan transaksi jual beli, supaya diketahui apakah anak tersebut bisa 

membeli barang dengan harga standard ataukah tidak. Selain itu, anak yang 

sudah mumayyiz itu sudah memiliki akal namun tidak sesempurna akal orang 

dewasa, sehingga dia tidak diperbolehkan melakukan transaksi jual beli 

melainkan dengan izin orangtuanya, semisal budak. Karenanya, tidak tepat 

jika menyamakan anak yang sudah mumayyiz dengan anak yang 

belum mumayyiz. Tidak ada manfaat di balik transaksi yang dilakukan oleh 

anak yang belum mumayyiz karena dia belum memiliki pengetahuan mengenai 

seluk-beluk jual beli dan dia juga belum bisa mengetahui apakah harga suatu 

barang itu terlalu mahal ataukah tidak. Anak yang belum mumayyiz tidak perlu 

diuji karena kondisi anak tersebut sudah jelas. 

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dipahami bahwa berdasarkan 

Q.S An-Nisa ayat 6 memberikan keterangan tidak sahnya akad jual beli karena 

anak belum mempunyai kecakapan untuk mentasharufkan harta. Jadi anak 

tidak memenuhi syarat untuk berjual beli. 

Menurut fuqaha Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah akad jual beli 

anak kecil (al-shabiy) yang telah mumayyiz sepanjang diizinkan oleh walinya 

adalah sah, sedangkan jika tidak ada izin walinya akadnya menjadi mauquf. 

Menurut Syafi’iyah, jual beli tersebut batal karena tidak memenuhi 

persyaratan kecakapan hukum. Alasannya, anak kecil yang 
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sudah mumayyiz itu belum mukallaf, sehingga statusnya sama dengan anak 

kecil yang belum mumayyiz. Namun, manusia tidak dapat mengetahui secara 

pasti masa seorang anak itu memiliki akal yang menyebabkan dia layak untuk 

melakukan transaksi jual beli, karena kondisi akal adalah sesuatu yang tidak 

jelas dan tahapan pertambahan akal itu juga tidak jelas. Tolak ukur yang 

dipakai oleh syariat adalah usia baligh. Maka, segala ketentuan yang berlaku 

untuk orang yang berakal itu tidak berlaku sampai seorang anak berusia 

baligh. Setiap orang yang melakukan tindakan hukum haruslah seorang yang 

rasyid yakni baligh dan cakap hukum.
8
 

Syarat orang yang melakukan akad yaitu bagi mereka yang telah 

mencapai kedewasaan. Sebagian Ulama menganggap bahwa jual beli yang 

dilakukan anak kecil tidak sah hukumnya, sebab mereka masih belum dewasa. 

Para ulama yang brpendapat demikian alasanya adalah bahwa anak kecil 

hukumnya disamakan dengan orang taklif. Karena lazimnya kedua perkara itu 

terdapat pada masa ini, yakni adanya kematangan pikiran dan kecakapan.
9
  

Jual beli yang dilakukan anak kecil yang mumayiz yang mengandung 

manfaat dan mudarat sekaligus, seperti jual beli, sewa-menyewa dan 

perserikatan dagang dipandang sah menurut hukum dengan ketentuan bila 

walinya mengizinkan setelah dipertimbangkan dengan sematang-matangnya. 

Namun, pada kenyataannya transaksi jual beli yang dilakukan oleh mumayyiz 

(anak kecil) bisa dilakukan di mana saja seperti di halaman luar  Taman 

Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan di tempat bimbel, salah satunya di Desa 

                                                 
8
 M.Ali Hasan, Berbagai Macam Ttransaksi Dalam Islam (Fiqih Muamalat), (Jakarta: 

Raja Grafindo Persada, 2003), h.119 
9
  Ibnu Rusyd, Bidayah al Mujtahid, Juz III, (Semarang: As-Syifa’, 1990), h.322 
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Tanggul Angin Kecamatan Punggur. Transaksi yang mereka lakukan dengan 

izin orangtua maupun tanpa sepengetahuan orangtuanya dalam membeli 

barang yang akan mereka beli. Anak tersebut awalnya membeli mainan itu 

seperti kertas fail dan sticker kepada pedagang yang ada di halaman sekolah 

dengan harga yang murah.  

Pedagang mengatakan bahwa kebanyakan anak-anak itu membeli 

kertas fail dengan berbagai macam gambar yang lucu serta merk yang berbeda 

sehingga harganya berbeda pula. Orangtua dari anak tersebut sudah 

memberitahu jika di sekolah atau di mana saja jika membeli barang-barang 

yang bersifat ringan seperti makanan dan mainan. 

 Masalah yang timbul selama melakukan transaksi jual beli yang 

dilakukan oleh mumayyiz setelah membeli barang mainan tersebut seperti 

kertas fail, lalu menjualnya kembali kepada teman-teman mereka dengan 

harga yang lebih tinggi tergantung bagus dan tebalnya kertas tersebut. 

Mumayyiz melakukan transaksi itu tanpa sepengetahuan dari orangtuanya. 

Uang hasil penjualan tersebut digunakan sebagian untuk membeli jajanan dan 

sisanya untuk dibelikan kertas fail lagi dengan model yang terbaru. Setelah 

mumayyiz membeli kertas yang bergambar lucu mereka menjualnya kembali 

dengan harga dua kali lipat dari harga yang dia beli. Pada dasarnya Orangtua 

membebaskan anaknya untuk membeli jenis makanan dan mainan yang 

disukai. Barang kecil yang dimaksud di sini adalah seperti membeli dan 

menjual sepotong kue atau sejenisnya sebagai makanan ringan. 
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Permasalahan yang terjadi jika dikaitkan dengan pendapat para 

Mazhab, yaitu syarat orang yang berakad harus berakal, dengan demikian jual 

beli yang dilakukan anak kecil hukumnya tidak sah, tetapi jika yang dilakukan 

mengandung manfaat dipandang sah menurut hukum dengan ketentuan 

walinya mengizinkan. Namun, dalam penelitian ini orangtua tidak mengetahui 

anaknya melakukan transaksi jual beli, orangtua anak dan penjual mainan 

tersebut pada dasarnya dari keluarga yang kurang mampu dan kurang 

memahami tentang cara bermuamalah. 

Transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang terjadi di Desa 

Tanggul Angin Kec. Punggur sudah menjadi kebiasaan, alasannya masyarakat 

desa Tanggul Angin kurangnya akan pengetahuan tetang jual beli, dan 

sebagian besar masyarakatnya adalah pedagang, banyaknya persaingan dalam 

hal ini sehingga masyarakat melakukan transaksi tanpa memperdulikan hukum 

dalam transaksi itu sah atau tidak.  

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis merasa tertarik untuk 

mengetahui lebih jelas dan mendalam dengan mengangkatnya sebagai objek 

penelitian dalam skripsi yang berjudul “Jual Beli yang Dilakukan Oleh 

Mumayyiz Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Punggur-Lampung Tengah. 

 

B. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan penelitian di atas, maka peneliti merumuskan pertanyaan 

penelitian sebagai berikut. 

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli oleh mumayyiz dan menurut Hukum 

Ekonomi Syariah di Tanggulangin kec. Punggur  kab. Lampung Tengah? 
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2. Apa dampak yang ditimbulkan mumayyiz melakukan transaksi jual beli di 

Tanggulangin Kec. Punggur Kab. Lampung Tengah? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Mengetahui pelaksanaan transaksi jual beli oleh mumayyiz dan 

tinjauan Hukum Ekonomi Syariah di Tanggulangin Kec. Punggur Kab. 

Lampung Tengah. 

b. Mengetahui dampak yang ditimbulkan mumayyiz melakukan transaksi 

jual beli di Tanggulangin Kec. Punggur Kab. Lampung Tengah. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Secara Teoritis  

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi satu kajian dan 

menambah khasanah ilmu pengetahuan tentang faktor yang 

melatarbelakangi transaksi jual beli yang dilakukan anak dibawah 

umur dan keabsahannya. 

b. Secara Praktis 

1) Bagi akademik: Memberikan informasi dan tambahan referensi 

dalam hal fiqih Muamalah khususnya dalam jual beli. 

2) Bagi Masyarakat: Hasil penelitian ini diharapkan agar transaksi 

jual beli yang dilakukan masyarakat berjalan dengan baik dan 

menyeluruh sesuai dengan ketentuan di dalam Fiqh Muamalah. 
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D. Penelitian Relevan 

Penelitian relevan dalam tugas akhir,skripsi, dan tesis untuk 

menjelaskan posisi (State of Art), perbedaan atau memperkuat hasil penelitian 

tersebut dengan penelitian yang telah ada. Pengkajian terhadap hasil penelitian 

orang lain yang relevan, lebih berfungsi sebagai pembanding dari kesimpulan 

berfikir kita sebagai peneliti. Penemuan dari hasil penelitian mutakhir 

mungkin merupakan pengetahuan teoritis baru atau revisi terhadap teori lama, 

yang dapat digunakan sebagai premis dalam penyusunan kerangka maupun 

dalam kegiatan analisis yang lain.
10

 

1. Penelitian oleh Hidayat Fikri Nur dari Fakultas Agama Islam Muhamadiah 

Surakarta tahun 2008 yaitu “ Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif 

terhadap Jual Beli Online yang dilakukan Anak Belum Cakap Hukum 

(Studi Kasus Grup Facebook Forum Jual Beli Madiun” disitu hanya 

menjelaskan mengenai hukum positif dan menjelaskan transaksi jual beli 

online via facebook saja.
11

 

Perbedaan yang paling mendasar antara skripsi yang penulis buat 

dengan skripsi Harun adalah terletak pada praktek jual beli menurut 

hukum pandangan Islam. 

Perbedaaan antara peneliti ini dengan peneliti Harun terletak pada 

pembahasan yang ada pada isinya, pada skripsi Harun lebih banyak 

                                                 
10

 Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Metro, STAIN Jurai Siwo Metro, 2015), h.46 
11

 Hidayat Fikri Nur, “Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Jual Beli 

Online yang Dilakukan Anak Belum Cakap Hukum : Studi Kasus Di Grup Facebook “Forum Jual 

Beli Madiun”, dalam http://digilib.uinsby.ac.id/4141/, di unduh 11 Februari 2017  

http://digilib.uinsby.ac.id/4141/
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membahas tentang jual beli online yang dilakukan anak dibawah umur dan 

cara bertransaksinya 

2. Penelitian oleh Samsudin yang berjudul “Pelaksanaan Jual Beli Online 

yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menggunakan Media Sosial di 

Kabupaten Sleman”. Adapun perbedaannya adalah bahwa rumusan 

masalah, subjek dan juga lokasi penelitian dalam skripsi tersebut berbeda 

dengan rumusan masalah karena skripsi membahas tentang masalah apa 

yang timbul terhadap perjanjian jual beli online yang di lakukan anak di 

bawah umur di Kabupaten Sleman.
12

 

3. Penelitian oleh Hidayat Khasanah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam 

dan Hukum Perdata Terhadap Jual Beli Oleh Anak di Pasar Kartasura 

Sukoharjo”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa . Jual beli oleh anak 

adalah merupakan kebiasaan atau adat dalam masyarakat Kartasura, 

kebiasaan yang dalam perkembangannya dikenal dengan hukum adat yaitu 

hukum yang tidak tertulis dalam bentuk perundangan negara, termasuk 

pula hukum kebiasaan. Sehingga walau hukum perdata menyatakan 

ketidaksahannya jual beli oleh anak, tetapi karena jual beli itu merupkan 

kebiasaan yang berlaku dimasyarakat dan telah menjadi adat maka jual 

beli oleh anak diperbolehkan.
13

 Adapun perbedaannya adalah bahwa 

                                                 
12

 Samsudin, “Pelaksanaan Jual Beli Online yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur 

Menggunakan Media Sosial di Kabupaten Sleman”, dalamhttp://etd.repository.ugm.ac.id/ 

index.php?act=view&buku_id=90188&mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&typ=html di 

unduh 11 Februari 2017 
13

 Hidayat Khasana, “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata Terhadap Jual Beli 

Oleh Anak di Pasar Kartasura Sukoharjo”, dalam http://library.walisongo.ac.id/digilib/gdl.php? 

mod=browse&op=read&id=jtptiain-gdl-s1-2004-hidayatkha-345, diunduh pada tanggal 11 

Februari 2017.  

http://library.walisongo.ac.id/digilib/gdl.php?%20mod=browse&op=read&id=jtptiain-gdl-s1-2004-hidayatkha-345
http://library.walisongo.ac.id/digilib/gdl.php?%20mod=browse&op=read&id=jtptiain-gdl-s1-2004-hidayatkha-345
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rumusan masalah, subjek dan juga lokasi penelitian dalam skripsi tersebut 

berbeda dengan rumusan masalah. Sedangkan persamaannya yaitu sama-

sama membahas mengenai jual beli yang dilakukan oleh anak di bawah 

umur.  

 

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu di atas, dapat diketahui 

bahwa kajian tentang jual beli yang dilakukan oleh mumayyiz perspektif 

hukum ekonomi syariah di Punggur-Lampung Tengah belum pernah diteliti. 

Meskipun membahas tema yang sama yakni pelaksanaan jual beli, akan tetapi 

objek penelitiannya berbeda. Objek pada penelitian ini dilakasanakan di 

Punggur Kabupaten Lampung Tengah. Selain itu, penelitian ini akan 

membahas tentang jual beli yang dilakukan oleh mumayyiz dalam tinjauan 

Hukum Ekonomi Syariah, sedangkan penelitian yang lain membahas 

mengenai transaksi dalam jual belinya saja. 

 

 

 

  



BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

A. Jual Beli 

1. Pengertian Jual Beli 

Jual Beli dalam istilah fiqh disebut dengan al-bai’ yang berarti 

menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal 

al-ba’ dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian 

lawannya, yakni kata asy-syira’ (beli). Dengan demikian, kata al-bai’ 

berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.
1
 

Ulama Hanafiah berpendapat bahwa jual beli mempunyai dua 

pengertian. Pertama, bersifat khusus, yaitu menjual barang dengan mata 

uang (emas dan perak). Kedua, bersifat umum, yaitu mempertukarkan 

benda menurut ketentuan tertentu. Istilah benda dapat mencakup 

pengertian barang dan mata uang, sedangkan sifat-sifat dari benda tersebut 

harus dapat dinilai, yaitu benda-benda yang berharga dan dapat  

dibenarkan pengggunaanya oleh syara’. 

Ulama Malikiyah mengatakan bahwa jual beli mempunyai dua 

pengertian. Pengertian pertama: bersifat umum, yang mencakup seluruh 

macam kegiatan jual beli. Pengertian kedua sifat khusus, yang mencakup 

beberapa macam jual beli saja. Jual beli dalam pengertian umum adalah 

perikatan (transaksi tukar-menukar) sesuatu yang bukan kemanfaatan dan 

                                                 
1
 Nasrun Haroen,  Fiqih Muamalah, ( Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 11 
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kenikmatan. Ikatan tukar-menukar itu maksudnya ikatan  yang 

mengandung pertukaran dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli) 

yakni salagh satu pihak menyerahkan gganti penukaran atas sesuatu yang 

ditukarkan oleh pihak lain.
2
 

Sedangkan jual beli dalam pengertian khusus adalah ikatan tukar-

menukar sesuatu yang bukan manfaat dan kelezatan yang mempunyai 

daya penarik, salah satu pertukarannya bukan berupa emas dan perak yang 

dapat direalisasikan bendanya bukan ditangguhkannya. Pengertian jual 

beli dalam arti khusus ini dapa mencakup pengertian menjual harta niaga 

dengan mata uang. 

Ulama Syafi’iyah menyebutkan pengertian jual beli sebagai 

mempertukarkan harta dengan harta dalam segi tertentu, yaitu suatu ikatan 

yang mengandung pertukaran harta dengan harta yang dikehendaki dengan 

tukar-menukar, yaitu masing-masing pihak menyerahkan prestasi kepada 

pihak lain baik penjual maupun pembeli secara khusus.
3
 

 

2. Dasar Hukum Jual Beli 

Jual  beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat 

manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur’an dan Sunnah 

Rasullah saw. Terdapat sejumlah ayat al-Qur’an yang berbicara tentang 

jual beli, di antaranya dalam surat al-Baqarah: 275 yang berbunyi : 

                                                 
2
 Siah Khosyi’ah, Fiqh Muamalah Perbandingan, (Bandung, CV Pustaka Setia, 2014), h. 

47-48 
3
  Ibid, h. 48 
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....                  .... 

 

Artinya: Allah  menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba... (Q.S. 

Al-Baqarah: 275) 

 

Dasar hukum jual beli dalam sunnah Rasullah saw. Di antaranya 

adalah hadis dari Rifa’ah ibn Rafi’al-Bazar dan Hakim: 

: أَىُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قاَلَ  -صلى الله عليه وسلم-سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ 
رُورٍ   عَمَلُ الرَّجُلِ بيَِدِهِ وكَُلُّ بَ يْعٍ مَب ْ

Artinya: “Rasulullah  SAW bersabda ketika ditanya salah seorang sahabat 

mengenai pekerjaan yang paling baik: Rasulullah ketika ia 

menjawab: pekerjaan yang dilakukan dengan tangan seseorang 

sendiri dan setiap jual beli yang diberkati (jual beli yang jujur 

tanpa diiringi kecurangan)” 
4
 

 

3. Rukun dan Syarat Jual Beli 

Jual beli berlangsung dengan  ijab  dan kabul, terkecuali untuk 

barang-barang kecil, tidak perlu dengan ijab dan kabul, cukup dengan 

saling memberi sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku. Ijab kabul 

tidak mengharuskan menggunakan kata-kata khusus, karena ketentuan 

hukumnya ada pada akad dengan tujuan dan makna, bukan dengan kata-

kata dan bentuk kata itu sendiri. 

a. Akad berarti ikatan dan persetujuan 

b. Jual beli dan jenis mu’amalat lainnya yang berlangsung antara hamba 

Allah adalah persoalan  yang berdasar pada kerelaan jiwa yang 

tidak diketahui lantaran tersembunyi. Karena itu syariat menetapkan, 

ucaplah yang menjadi ungkapan apa yang terdapat di dalam jiwa. Ijab 

                                                 
4
 Imam Mustofa, Fiqih Muamalah Kontemporer, (Yogyakarta: Kaukaba, 2014), h. 21 
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adalah ungkapan yang keluar lebih dahulu dari salah satu pihak, dan tidak 

ada perbedaan antara orang yang mengijab dan menjual serta yang 

mengkabul si penjual.
5
 

Menurut Jumhur Ulama rukun jual beli itu ada empat: 

a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli) 

b. Sighat (lafal ijab dan kabul) 

c. Ada barang yang dibeli 

d. Ada nilai tukar pengganti barang
6
 

Menurut Jumhur Ulama, bahwa syarat jual beli sesuai dengan 

rukun jual beli yang disebutkan di atas adalah sebagai berikut: 

a. Berakal. Dengan demikian, jual beli yang dilakukan anak kecil yang 

belum berakal hukumnya tidak sah. 

b. Orang yang  melakukan akad itu, adalah orang yang berbeda. 

Maksudnya, seseorang tidak dapat bertindak  sebagai pembeli dan 

penjual dalam waktu yang bersamaan.
7
 

Menurut Mazhab Hanbali, transaksi jual beli bisa dilakukan anak 

kecil dan di anggap sah apabila jual beli tersebut mengandung manfaat 

bagi keduanya, kemudian barang tersebut nilainya remeh seperti membeli 

sepotong kue,mainan, dan barang yang nilainya tidak besar dan apabila 

orangtuanya mengizinkannya.
8
 

                                                 
5
  Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah 2, (Bandung: PT  Alma’arif, 1987), h. 46 

6
 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam Fiqih Muamalah, (Jakarta: PT 

Raja Grafindo Persada, 2003), h. 118 
7
 Ibid, h. 118 

8
  Ibid, h. 119 
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Syarat orang yang melakukan akad yaitu bagi mereka yang telah 

mencapai kedewasaan. Sebagian Ulama menganggap bahwa jual beli yang 

dilakukan anak kecil tidak sah hukumnya, sebab mereka masih belum 

dewasa. Para ulama yang brpendapat demikian alasanya adalah bahwa 

anak kecil hukumnya disamakan dengan orang taklif. Karena lazimnya 

kedua perkara itu terdapat pada masa ini, yakni adanya kematangan 

pikiran dan kecakapan.
9
 

Syarat yang diperjualbelikan, adalah sebagai  berikut: 

a. Barang itu ada, atau tidak ada  di tempat, tetapi pihak penjual 

menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. 

Umpamanya, barang itu ada pada sebuah toko atau  masih di pabrik 

dan lainnya disimpan di gudang. Sebab adakalanya tidak semua barang 

yang akan dijual berada di toko  atau belum dikirim dari pabrik. 

Mungkin karena tempat sempit dan alasan-alasan lainnya. 

b. Dapat  dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, 

khamar dan benda-benda haram lainnya, tidak sah menjadi objek jual 

beli, karena benda-benda tersebut  tidak bermanfaat bagi manusia 

dalam pandangan syara’. 

Firman Allah Swt: 

              .....    

Artinya: “Sesungguhnya pemboros-pemboros itu saudara-saudara 

setan”. (Al-Isra’:27) 

 

                                                 
9
 Ibnu Rusyd, Bidayah al Mujtahid, Juz III, (Semarang: As-Syifa’, 1990), h.322 
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c. Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki  seseorang, tidak 

boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut, emas 

dalm tanah, karena ikan dan emas itu belum dimiliki penjual. 

d.  Dapat diserahkan pada saat  berlangsung, atau pada waktu yang telah 

disepakati bersama ketika akad berlangsung.  

e. Suci. Barang najis tidak sah dijual dan tak boleh dijadikan uang untuk 

dibelikan, seperti kulit binatang atau bangkai yang belum dimasak. 

 

Jual beli dianggap sah secara syariah bila memenuhi beberapa 

persyaratan, keridhoan kedua belah pihak (penjual dan pembeli), yang 

melakukan akad jual beli adalah orang yang memang diperkenankan 

mengenai urusan ini. Barang yang diperjualbelikan dapat 

diserahterimakan, harus halal, dan ada unsur kemanfaatan yang mubah. 

Hendaknya transaksi jual beli tidak mengandung syarat yang bisa 

membatalkannya.  Syarat yang dimksut adalah syarat  yang lebih 

menguntungkan salah satu pihak saja, dan tidak didukung oleh agama, 

dikenal oleh tradisi, ataupun tidak sesuai dengan tujuan transaksi.
10

 Barang 

yang diperjualbelikan diketahui zatnya, baik dengan cara dilihat atau 

dengan sifat dan kriteria (spesifikas)-inya. 

Syarat lain harus terpenuhi agar terhindar dari transaksi riba ialah 

adanya kesamaan yang meyakinkan, baik menurut ukuran takaran bagi 

                                                 
10

 Wahbah az-Zuhaily,  Fiqih Islam., h. 60 
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sesuatu yang ditakar ataupun menurut ukuran timbangan berpengaruh pada 

hukum, seperti pengaruh yang ditimbulkan oleh jenis.
11

 

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata syarat sahnya 

suatu perjanjian seperti terdapat dalam Pasal 1320 merupakan syarat 

sahnya perjanjian jual beli dimana perjanjian jual beli merupakan salah 

satu jenis dari perjanjian. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata menyatakan bahwa syarat dari sahnya perjanjian adalah: 

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya 

Syarat pertama untuk sahnya suatu perjanjian adalah adanya 

suatu kesepakatan atau konsensus pada para pihak. Yang dimaksud 

dengan kesepakatan adalah persesuaian kehendak antara para pihak 

dalam perjanjian. Jadi dalam hal ini tidak boleh adanya unsur 

pemaksaan kehendak dari salah satu pihak pada pihak lainnya. Sepakat 

juga dinamakan suatu perizinan, terjadi oleh karena kedua belah pihak 

sama sama setuju mengenai hal-hal yang pokok dari suatu perjanjian 

yang diadakan. Dalam hal ini kedua belah pihak menghendaki sesuatu 

yang sama secara timbal balik. Ada lima cara terjadinya persesuaian 

kehendak, yaitu dengan: 

1) Bahasa yang sempurna dan tertulis  

2) Bahasa yang sempurna secara lisan  

3) Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak 

lawan. Karena dalam kenyataannya seringkali seseorang 

menyampaikan dengan bahasa yang tidak sempurna tetapi 

dimengerti oleh pihak lawannya.  

4) Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya  

                                                 
11

 Ibnu Rusyid, Terjemahan Bidayatu’ul-Mujtahid, (Semarang: Asy-Syifa’, 2016), h. 15 
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5) Diam atau membisu, tetapi asal dipahami atau diterima 

pihak lawan.
12

 

 

Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 

terjadinya kesepakatan dapat terjadi secara tertulis dan tidak tertulis . 

Seseorang yang melakukan kesepakatan secara tertulis biasanya 

dilakukan dengan akta otentik maupun akta di bawah tangan. Akta di 

bawah tangan adalah akta yang dibuat oleh para pihak tanpa 

melibatkan pejabat yang berwenang membuat akta. Sedangkan akta 

otentik adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang 

berwenang. Menurut pasal 1321 Kitab UndangUndang Hukum 

Perdata, kata sepakat tidak didasarkan atas kemauan bebas / tidak 

sempurna apabila didasarkan: 

1) Kekhilafan (dwaling)  

2) Paksaan (geveld)  

3) Penipuan (bedrog) 

Dengan adanya kesepakatan, maka perjanjian tersebut telah ada 

dan mengikat bagi kedua belah pihak serta dapat dilaksanakan. 

b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian 

Cakap artinya adalah kemampuan untuk melakukan suatu 

perbuatan hukum yang dalam hal ini adalah membuat suatu perjanjian. 

Perbuatan hukum adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan 

akibat hukum. Orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum 

                                                 
12

 Salim H.S.,Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, (Jakarta : Sinar 

Grafika, 2003), h. 33. 
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adalah orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah berumur 

21 tahun sesuai dengan pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata. Dalam pasal 1330 disebutkan bahwa orang yang tidak cakap 

untuk melakukan perbuatan hukum adalah: 

1) Orang yang belum dewasa  

2) Orang yang dibawah pengampuan  

3) Seorang istri. Namun berdasarkan fatwa Mahkamah Agung, 

melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No.3/1963 tanggal 5 

September 1963, orang-orang perempuan tidak lagi digolongkan 

sebagai yang tidak cakap. Mereka berwenang melakukan perbuatan 

hukum tanpa bantuan atau izin suaminya. 

c. Suatu hal tertentu  

Suatu hal tertentu disebut juga dengan objek perjanjian. Objek 

perjanjian harus jelas dan ditentukan oleh para pihak yang dapat 

berupa barang maupun jasa namun juga dapat berupa tidak berbuat 

sesuatu. Objek Perjanjian juga biasa disebut dengan Prestasi. Prestasi 

terdiri atas: 

1) memberikan sesuatu, misalnya membayar harga, 

menyerahkan barang.  

2) berbuat sesuatu, misalnya memperbaiki barang yang rusak, 

membangun rumah, melukis suatu lukisan yang dipesan.  

3) tidak berbuat sesuatu, misalnya perjanjian untuk tidak 

mendirikan suatu bangunan, perjanjian untuk tidak 

menggunakan merek dagang tertentu.
13

 

 

 

                                                 
13

 Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, ( Jakarta : PT Raja Grafindo 

Persada, 2007), h. 69. 
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d. Suatu sebab yang halal 

Pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum perdata tidak 

dijelaskan pengertian sebab yang halal. Yang dimaksud dengan sebab 

yang halal adalah bahwa isi perjanjian tersebut tidak bertentangan 

dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban 

umum. Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subjektif karena 

berkaitan dengan subjek perjanjian dan syarat ketiga dan keempat 

merupakan syarat objektif karena berkaitan dengan objek perjanjian. 

Apabila syarat pertama dan syarat kedua tidak terpenuhi, maka 

perjanjian itu dapat diminta pembatalannya. Pihak yang dapat meminta 

pembatalan itu adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang 

memberikan ijinnya secara tidak bebas.
14

 Sedangkan apabila syarat 

ketiga dan keempat tidak terpenuhi, maka akibatnya adalah perjanjian 

tersebut batal demi hukum artinya perjanjian tersebut dianggap tidak 

pernah ada sama sekali sehingga para pihak tidak dapat menuntut 

apapun apabila terjadi masalah di kemudian hari. 

Dua syarat yang pertama untuk syahnya perjanjian, yaitu adanya 

kesepakatan dan kecakapan, dinamakan syarat subyektif, karena mengenai 

orangorangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan 

dua syarat yang terakhir dinamakan syarat obyektif, karena mengenai 

perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu. 

                                                 
14

 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perikatan, (Bandung: Alumni, 1982), h. 20 
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Jika salah satu syarat sahnya dari suatu perjanjian tersebut tidak terpenuhi, 

perjanjian itu dapat dibatalkan atau batal demi hukum. 

 

4. Bentuk-bentuk Jual Beli 

Mazhab Hanafi membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya 

menjadi tiga bentuk. 

a. Jual beli yang Sahih 

Apabila jual beli itu disyariatkan memenuhi rukun atau syarat 

yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terikat 

dengan khiyar lagi, maka jual beli itu sahih dan mengikat kedua belah 

pihak. 

b. Jual beli yang Batil 

Jual beli yang batil terjadi ketika jual beli itu salah satu 

rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya 

tidak disyariatkan, maka jual beli itu batil.  

Jual beli yang batil itu sebagai berikut: 

1) Jual beli yang tidak ada 

Ulama fiqih telah sepakat barang yang tidak ada tidak sah. 

Umpamanya menjual buah yang baru berkembang (mungkin jadi 

buah atau tidak), atau menjual anak sapi yang masih dalam 

kandungan ibunya. 
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2) Menjual barang yang tidak dapat diserahkan 

Menjual barang yang tidak dapat diserahkan misalnya yaitu 

menjual barang yang hilang atau burung peliharaan yang lepas dari 

sangkarnya.
15

 

3) Jual beli yang mengandung unsur tipuan 

Jual beli yang mengandung unsur tipuan misalnya yaitu 

barang itu kelihatannya baik, sedangkan dibaliknya terlihat tidak 

baik, seperti buah-buahan yang bagian atasnya baik namun bagian 

bawahnya jelek, yang pada intinya ada maksud penipuan dari pihak 

penjual dengan cara memperlihatkan yang baik-baik dan 

menyembunyikan yang tidak baik. 

4) Jual beli benda najis 

Jual beli benda najis misalnya yaitu menjual babi, bangkai, 

darah, dan khamar (semua benda yang memabukkan). Karena 

semua benda  tersebut tidak mengandung makna dalam arti hakiki 

menurut syara’. 

 

Ada pula transaksi jual beli yang dilaksanakan berdasarkan 

kebiasaan masyarakat. Kebiasaan dalam fiqih disebut dengan urf, arti urf 

secara harfiyah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan 

yang dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya 

atau meninggalkannya.
16

 Urf menurut sebagian ulama dapat dijadikan 
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sumber hukum, dilakukannya kebiasaan manusia terhadap suatu hal 

menunjukan bahwa dengan melakukannya mereka akan memperoleh 

maslahat atau terhindar dari mafsadah.
17

 

 

5. Macam-macam Jual Beli 

a. Jual beli yang sah 

Jual beli yang sah adalah jual beli yang diisyaratkan baik 

hakikat maupun sifatnya dan tidak ada kaitannya dengan hak orang 

lain, juga tidak ada hak khiyar didalamnya.
18

 Misalnya, seseorang 

membeli HP (Hand Phone), seluruh rukun dan syaratnya sudah 

terpenuhi. Kemudian HP tersebut di periksa tidak rusak dan tidak 

cacat, uang sudah di serahkan dan barang sudah diterima maka tidak 

ada hak khiyar lagi. 

b. Jual beli batal 

Jual beli batal adalah jual beli yang tidak terpenuhnya rukun 

dan objeknya, atau tidak dilegakan baik hakikat maupun sifatnya. 

Contohnya transaksi yang dilakukan orang gila atau menjual sesuatu 

yang tidak berharga seperti bangkai, atau menjual sesuatu yang tidak 

bernilai seperti minuman keras.
19

 Jenis-jenis jual beli yang batal 

adalah: 
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1) Jual beli gharar 

Jual beli gharar adalah jual beli yang mengandung tipu 

daya yang merugikan salah satu pihak karena barang yang 

diperjualbelikan tidak dapat dipastikan adanya, atau tidak dapat 

diserahterimakan.
20

 Hukum jual beli ini adalah haram. Alasan 

haramnya adalah tidak pasti dalam objek, baik barang atau cara 

transksinya itu sendiri. Karena larangan dalam hal ini langsung 

menyentuh esensi jual belinya, maka disamping haram hukumnya 

transaksi itu tidak sah.
21

 

2) Jual beli mulaqih 

Jual beli mulaqih adalah jual beli yang barang yang 

menjadi objeknya hewan masih berada dalam bibit jantan sebelum 

bersetubuh dengan yang betina. Pelarangan jual beli ini ialah yang 

diperjualbelikan tidak berada di tempat akad dan tidak dapat pula 

dijelaskan kualitas dan kuantitasnya. Ketidak jelasan ini 

menimbulakan ketidakrelaan pihak-pihak. Yang menjadi larangan 

di sini adalah tidak sahnya jualbeli tersebut.
22

 

3) Jual beli mudhamin 

Jual beli al-mudhamin adalah transaksi jual beli yang 

objeknya adalah hewan yang masih berada dalam perut induknya.
23
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Alasan jual beli ini adalah tidak jelasnya objek jual beli. Meskipun 

tidak tampak wujudnya, namun tidak dapat diserahkan dengan 

keadaan hidup atau mati. 

4) Jual beli muhaqalah 

Jual beli muhaqalah dalam suatu tafsiran adalah jual beli 

buah-buahan yang masih berada di tangkainnya dan belum layak  

untuk di makan. Hukum jual beli ini adalah haram. Haramnya jual 

beli ini adalah karena objek yang diperjual-belikan masih belum 

bisa di manfaatkan. Karena larangan di sini melanggar salah satu 

syarat jual beli yaitu asas manfaat maka menurut keanyakan ulama 

jual beli ini tidak sah.
24

  

5) Jual beli hushah atau lemparan batu 

Jual bei hushah itu di artikan beberapa arti. Di antaranya  

jual beli suatu barang yang di antaranya jaul beli sesuatu barang 

yang terkena oleh lemparan batu yang disediakan dengan harga 

tertentu. Arti lain adalah jual beli tanah dengan harga yang sudah 

ditentukan, yang luasnya sejauh yang  

dapat dikenal oleh batu yang di lemparkan. Hukum jual beli ini 

adalah haram.
25

 

6) Jual beli munabazah 

Jual beli munabazah dalam suatu penjelasan di artikan 

dengan mempertukarkan kurma yang masih basah dengan yang 
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sudah kering dan mempertukarkan anggur yang masih basah 

dengan mengunakan alat ukur tukaran. Hukum jual beli ini adalah 

haram. Haramnya adalah karena ketidakjelasan dalam barang yang 

dipertukarkan ini dalam takarannya. 

7) Jual beli mukharabah 

Jual beli mukharabah adalah muamalah dalam penggunaan 

tanah dengan imbalan bagian dari apa yang dihasilkan oleh tanah 

tersebut. Hukum jual beli ini adalah haram. Haramnya adalah 

ketidakjelasan dalam pembayaran, sebab waktu akad berlangsung 

belum jelas harga dan nilainya. 

8) Jual beli tsunayyah 

Jual beli tsunayyah yaitu jual beli dengan harga tertentu 

sedangkan harga barang yang jadi objek jual beli adalah sejumlah 

barang dengan pengecualian yang tidak jelas. Hukum jual beli ini 

adalah haram, alasan jual beli ini diharamkan karena ketidakjelasan 

objek jual beli  yang dapat membawa ketidak jelasan kepada 

ketidakrelaan pelaku transaksi. 

9) Jual beli asb’al-fahl 

Jual beli asb’al-fahl yaitu menjual-belikan bibit pejantan 

hewan untuk di kembang biakkan dalam rahim hewan betina untuk 

mendapatkan anak. Kadang-kadang disebut juga hewan pejantan. 

Hukum transaksi ini adalah haram. Pelarangan jual beli ini 

karena ketidakjelasan objek transaksi, karena sukar ditentukan 



 

 

28 

seberapa banyak bibit yang disalurkan ke rahim betina. Jual beli 

dalam bentuk ini tidak sah. 

10)  Jual beli Mulamasah 

Jual beli mulamasah adalah jual beli dengan sentuhan 

seseorang membeli baju hanya dengan menyentuh tanpa membuka 

ataupun memeriksanya.
26

 Hukum jual beli ini adalah haram, 

haramnya jual beli ini adalah karena ketidakjelasan objek transaksi, 

yang dijadikan salah satu syarat dari barang yang diperjualbelikan. 

Oleh karena itu transaksi ini tidak sah. 

11)  Jual beli musharrah 

Musharrah itu asalnya adalah hewan ternak yang diikat 

puing susunya sehingga kelihatannya susunya itu banyak. Ini dijual 

supaya di beli orang dengan harga yang tinggi. Hukum jual beli ini 

adalah haram, perbuatan yang dilakukan oleh si penjual jugfa 

haram. Alasannya adalah adanya unsur penipuan yang dapat 

menghilangkan rasa suka sama suka. 

12)  Jual beli talqi rukban 

Jual beli talqi rukban yaitu jual beli menemui orang-orang 

desa sebelum mereka masuk ke pasar untuk membeli benda-

bendanya dengan harga semurah-murahnya, sebelum mareka tahu 

harga pasaran, kemudian di jual dengan harga setinggi-tigginya. 
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Perbuatan ini sering terjadi di pasar-pasar yang berlokasi di daerah 

perbatasan anatara kampung dan kota. 

Alasan larangan ini adalah penipuan terhadap penjual yang 

belum mengtahui keadaan pasar. Oleh karena itu syarat jaul beli 

sudah terpenuhi, namun caranya yang mugkin mendatangkan 

penyelasan kemudian yang tidak menghasilkan rela sama rela, 

maka jual ini tetap sah. 

13) Jual beli najasy 

Jual beli najasy sebenarnya jual beli yang bersifat pura-pura 

di mana si pembeli menaikkan harga barang bukan untuk 

membelinya, tetapi hanya untuk menipu pembeli lainnya membeli 

dengan harga tinggi. Hukum jual beli ini adalah haram, sedangkan 

keharamannya adalah adanya unsur penipuan. 

14) Jual beli di atas tawaran orang lain 

Menawar barang yang sedang di tawar oleh orang lain, 

yakni seperti dan pihak yang melakukan transaksi jual beli lalu 

sama-sama sepakat pada satu harga tertentu, lalu datang pembeli 

lain yang menjadi objek transaksi mereka dengan harga lebih 

mahal, atau dengan harga yang sama, hanya saja karena ia orang 

yang berkedudukan, maka si penjual lebih cenderung menjual 

kepada orang lain itu, karena melihat kedudukan orng kedua 

tersebut.
27

 

                                                 
27

 Abdullah Al-Muslih dan Shalah As-Shawi, Fiqih Ekonomi Keuangan Islam, (Jakarta: 

Haq, 2008), h. 107 



 

 

30 

c. Jual beli fasid (rusak) 

Jual beli fasid (rusak) adalah jual beli yang dilegalkan dari segi 

hakikatnya tetapi tidak legal dari sifatnya, serta barang dan harga 

berhak dimiliki karena terjadinya serah terima.
28

 Macam-macam jual 

beli fasid antara lain: 

1) Jual beli najis dan mutanjis. 

2) Jual beli malaqah, yaitu memperjualbelikan janin yang 

masih berada dalam perut. Misalnya, seseorang memiliki 

unta bunting, lalu menjual janin yang belum lahir. 

3) Jual beli mudhomin, yaitu memperjualbelikan mani yang 

masih ada dalam punggung binatang jantan. Hal ini 

disebabkan karena mani tersebut bukan termasuk benda 

berharga yang dapat diperjualbelikan, apalagi mani itu 

termasuk barang yang tidak dapat diserahkan. 

4) Jual beli khabalil-khabalah, yaitu menjualbelikan anaknya 

janin yang masih dalam kandungan. 

5) Jual beli samar qabla baduwwi shalahiha, yaitu jual beli 

buah-buahan yang belum jelas kualitasnya. 

6) Jual beli qablal-qabdhi, yaitu menjual barang sebelum 

diterima oleh pembeli.
29

 

 

B. Mumayyiz 

1. Pengertian Mumayyiz 

Mumayyiz adalah anak telah mampu makan, minum dan buang air 

sendiri. Ada yang memberikan batasan sampai umur tujuh tahun.
30

 

Dikatakan mumayyiz dalam hukum Islam ialah anak yang sudah mencapai 

usianya, biasanya anak itu umur genap 7 tahun. Jadi kalau masih kurang 

dari 7 tahun maka anak itu hukumnya belum mumayyiz, walaupun sudah 
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mengerti tentang istilah menjual dan membeli, sebaliknya kadang-kadang 

anak yang sudah lebih tujuh tahun umurnya tetapi belum mengerti hal 

tentang jual beli dan sebagainya. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an 

sebagai berikut:  

                          

    .... 

Artinya: “Dan hendaklah kamu menguji anak yatim itu sampai mereka 

cukup umur untuk menikah, kemudian jika kamu berpendapat 

bahwa mereka sudah cerdas sudah pabdai memelihara harta, 

maka hendaklah kamu serahkan kepada mereka itu harta-

hatanya” (Q.S. An-Nisa: 6) 

 

Kata dewasa di sini maksudnya sudah cukup umur untuk keurunan 

dan muncul tanda-tanda kedewasaan laki-laki dan perempuan, biasanya 

umur 12 tahun untuk laki-laki dan umur 9 tahun untuk perempuan. 

Pada pasal 47 Undang-Undang No. I Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan disebutkan dalam pasal 47 ayat (1), anak yang dimaksud 

dalam Undang-Undang Perkawinan adalah yang belum mencapai usia 18 

tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah 

kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya.
31

 

Maka dari bunyi ketentuan pasal 47 ayat (1) di atas, dapat 

dipahami bahwa seseorang yang usianya belum sampai pada 18 tahun 

dianggap belum cakap hukum dan tentunya belum bisa dibebani suatu 

tanggung jawab hukum.  
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Kemudian mengenai batas usia cakap hukum atau penggolongan 

kriteria anak di bawah umur dijelaskan dalam Kompilasi hukum Islam 

pada pasal 98 ayat 1, Bab XIV tentang pemeliharaan anak: 

Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 

dua puluh satu tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik 

maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan”. 

Artinya; dewasa ketika telah berusia 21 tahun atau sudah kawin, 

tidak cacat atau gila, dan dapat bertanggungjawab atas dirinya.
32

 

 

Artinya, pasal 98 ayat satu di atas menjelaskan bahwa kedewasaan 

pada seseorang dianggap sempurna dan tidak lagi berada di bawah 

perwalian adalah apabila seseorang telah sampai pada usia 21 tahun. 

Namun apabila seseorang yang telah mencapai usia 21 tahun ternyata 

cacat secara mental maka tetap dianggap belum cakap hukum. Dalam 

suatu keadaan seseorang yang belum berusia 21 tahun akan tetapi telah 

menikah, maka seseorang tersebut dianggap telah dewasa atau cakap 

hukum karena telah dapat bertanggung jawab atas dirinya sendiri. 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa yang yang 

dimaksud dengan mumayyiz adalah adalah anak yang sudah mencapai usia 

dimana anak tersebut sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana 

yang buruk. Menurut undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam di atas, 

maka mumayyiz atau anak umur genap 7 tahun belum cakap hukum.  

 

2. Hukum transaksi Jual Beli bagi Mumayyiz 

Transaksi yang dilakukan mumayyiz tidak sah hukumnya, baik ia 

telah mencapai batas mumayyiz atau belum dan mendapat izin dari wali 
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atau tidak. Pendapat ini adalah pendapat dari madzhab Syafi’iyyah, yang 

berdasar pada hadits Rasulullah Saw: 

لُغَ  وَ , وَعَنِ النَّائِمِ حَتََّّ يَسْتَ يْقِظَ , رفُِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلََثٍ عَنِ الصَّبِِِّ حَتََّّ يَ ب ْ
 عَنِ الْمَجْنُ وْنِ حَتََّّ يفَِيْق              

Artinya:  Dihilangkan catatan amal dari tiga orang: Anak kecil hingga ia 

baligh, Orang yang tidur hingga ia bangun, Dan orang gila 

hingga ia sadar”.(HR. Aisyah) 

 

Shobiy dalam istilah fiqh adalah setiap anak yang belum baligh, 

yakni belum berumur 15 tahun, atau belum pernah mengeluarkan sperma 

pada usia 9 tahun, dan bagi perempuan, belum pernah mengeluarkan darah 

haid. Sedangkan istilah Mumayyiz di definisikan sebagai kemampuan akal 

dalam mengenal dan membedakan sesuatu. Pada anak kecil, Mumayyiz 

dapat di tandai dengan bisa makan sendiri, minum sendiri dan istinja 

sendiri, pada umumnya anak kecil menginjak usia Mumayyiz pada umur 7 

tahun. Sufyan as Sauri, Abu Hanifah, Ahmad dan Ishaq berpendapat 

bahwa transaksi tersebut hukumnya sah jika di sertai izin dari wali. 

Bahkan menurut kutipan Ibnul Mundzir, pendapat Ahmad dan Ishaq 

menyatakan bahwa transaksi yang di lakukan anak kecil hukumnya sah 

meski tanpa izin dari wali. 

Para ulama telah merumuskan beberapa syarat dan rukun jual beli, 

diantaranya adalah adanya:  

a. Sighot, yaitu pernyataan ijab qabul antara penjual dan pembeli, 

b. Barang yang menjadi obyek dari jual beli, hal ini disyaratkan 

harus jelas dan mempunyai nilai manfaat,  

c. orang yang mengadakan perikatan (penjual dan pembeli), 

disyaratkan kedua belah pihak harus sudah baligh dan berakal 

serta mempunyai kecakapan (ahliyah) untuk mendistribusikan 
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harta benda yang mereka miliki, agar pelaksanaan jual beli 

terjadi suka sama suka, tanpa ada unsure paksaan, dan tidak ada 

unsur gharar (penipuan).
33

 

 

Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan 

bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian apabila ia oleh 

Undang-Undang tidak dinyatakan tidak cakap. Selanjutnya Pasal 1330 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur : 

Tak cakap untuk membuat persetujuan-persetujuan adalah:  

a. Orang-orang yang belum dewasa  

b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan  

c. Orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh 

undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa 

undang-undang telah melarang membuat persetujuan-

persetujuan tertentu.
34

 

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa hukum jual beli 

yang dilakukan oleh anak kecil (mumayyiz) yaitu tidak sah. Hal ini 

dikarenakan anak kecil  belum memiliki kecakapan dalam melakukan jual 

beli. Anak-anak bila melakukan transaksi jual beli harus diwakili oleh 

orang tuanya atau walinya.  

 

C. Hukum Ekonomi Syariah 

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah 

Hukum adalah kumpulan perarturan perundan-undangan, atau 

kebiasaan di mana suatu negara atau masyarakat mengakuinya sebagai 

suatu yang mempunyai kekuatan mengikat terhadap warganya.
35
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Menurut Hasanuz Zaman, ekonomi islam adalah pengetahuan atau 

penerapan hukum syariah untuk mencegah terjadinya ketidak adilan atas 

pemanfaatan dan pengembangan sumber-sumber material dengan tujuan 

untuk memberikan kepuasan manusia dan melakukan sebagai kewajiban 

kepada Allah SWT dan masyarakat.
36

  

Berdasarkan uraian di atas Hukum Ekonomi Syariah adalah 

seperangkat aturan dan pengetahuan hukum syariah untuk mencegahnya 

ketidakadilan atas pemanfaatan dan pengembangan sumber-sumber 

material dalam tujuan untuk memberikan kepuasan manusia yang 

berlandaskan amar ma’ruf nahi mangkar dan syariat islam. 

Tujuan Ekonomi Syariah dapat dilihat dari 4 (empat) sudut 

pandang yang memiliki karakteristik dan nilai-nilai yang bertujuan kepada 

terwujudnya amar ma’ruf nahi mangkar yang berarti mengerjakan yang 

benar dan meninggalkan yang dilarang, empat sudut pandang tersebut 

adalah: 

a. Ekonomi Ilahiyah (ke-Tuhanan) 

Ekonomi ke-Tuhanan mengandung arti manusia 

diciptakan oleh Allah untuk memenuhi perintah-Nya, yakni 

beribadah dan dalam mencari kebutuhan hidupnya, manusia 

harus berdasarkan pada aturan-aturan (syariah) dengan tujuan 

utama mendapatkan ridho Allah. 

b. Ekonomi Ahlak  

Ekonomi ahlak mengandung arti kesatuan antara 

ekonomi dan ahlak harus berkaitan dengan sekto produksi, 

diatribusi dan konsumsi. Dengan demikian seorang muslim 

tidak bebas mengerjakan apasaja yang diinginkan atau yang 

menguntungkan tanpa memperdulikan orang lain. 
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c. Ekonomi Kemanusiaan 

Ekonomi kemanusiaan mengandung arti Allah 

memberikan predikat “khalifah”  hanya kepada manusia, 

karena manusia diberi kemampuan dan perasaan yang 

memungkinkan dia melaksanakan tugasnya. Melalui perannya 

sebagai khalifah wajib beramal, bekerja keras, berkreasi, dan 

berinovasi. 

d. Ekonomi Keseimbagan 

Ekonomi keseimbangan adalah pandangan islam 

terhadap hak individu dan masyarakat diletakkan dalam neraca 

keseimbangan yang adil tentang dunia dan akhirat, jiwa dan 

raga, akal dan hati, perumpamaan dan kenyataan, iman dan 

kekuasaan. Ekonomi yang moderat tidak menzolimi 

masyarakat, khususnya kaum lemah, sebagaimana yang terjadi 

pada masyarakat kapitalis. Di samping itu, islam juga tidak 

menzalimi hak individu sebagaimana dilakukan oleh kaum 

sosialis, tetapi Islam mengakui hak individu dan masyarakat 

secara berimbang. Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa sistem 

ekonomi syariah mempunyai konsep yang lengkap dan 

seimbang dalam segala hal kehidupan.
37

   

 

Berdasarkan keempat sudut pandang mengenai tujuan hukum 

ekonomi syariah di atas dapat dipahami bahwa pada dasarnya  tujuan dari 

hukum ekonomi syariah  adalah untuk memberikan suatu aturan dan 

pemahaman kepada manusia bahwa dalam memenuhi kebutuhannya, 

manusia harus memperhatikan beberapa hal, yaitu mencari ridho Allah, 

menjaga hubungan antar sesama manusia dengan selalu menjaga ahlak 

antar sesama, selalu bekerja keras, serta menjaga keseimbangan antara 

keperluan dunia dan akhirat. 

Hukum Ekonomi syariah adalah suatu studi yang mempelajari 

cara-cara manusia mencapai kesejahteraan dan mendistribusikan 

berdasarkan Hukum Islam. Kesejahteraan yang dimaksud adalah segala 

sesuatu yang mempunyai nilai atau harga, mencakup harta kekayaan, dan 
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jasa yang diproduksi dan dialihkan, baik dalam bentuk menjual dan 

membeli oleh para pembisnis, maupun dalam bentuk transaksi lainnya 

sesuai ekonomi syariah, atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut 

prinsip-prinsip syariah.
38

 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa hukum 

ekonomi syariah akan mewujudkan suatu sistem ekonomi yang adil dan 

tidak mengandung kezaliman dalam memenuhi kebutuhan manusia, bukan 

saja di dunia melainkan juga kebutuhan untuk akhirat, karena sistem 

ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang mengedepankan unsur 

tolong-menolong dan mencari ridho Allah dalam pelaksanaannya. 

Dalam konsep transaksi jual beli menurut hukum ekonomi syariah, 

memiliki rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi saat pelaksanaan 

jual beli yaitu: 

a. Akad (ijab qobul). Akad adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli. 

Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan qobul. 

b. Orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli). Harus memiliki 

kompetensi dalam melakukan aktivitas ini, yakni sudah akil baligh, 

serta kemampuan memilih. Tidak sah transaksi yang dilakukan anak 

kecil yang belum mumayyiz, orang gila atau orang yang dipaksa.
39

 

Aqid yang belum baligh dapat menghadirkan wali. 
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c. Ma’kud alaih (objek akad). Harus  suci bermanfaat, dapat 

diserahterimakan, dan merupakan hak milik penuh salah satu pihak.
40

 

Tidak menjual barang najis dan barang haram. 

 

2. Ruang Lingkup Hukum Ekonomi Syariah 

Ruang lingkup hukum ekonomi syariah meliputi kegiatan manusia 

dalam memenuhi kebutuhannya serta aturan-aturan yang ada di dalamnya, 

hal ini di karenakan ilmu ekonomi islam adalah bagian dari sosiologi, 

tetapi ia adalah ilmu pengetahuan sosial dalam arti yang terbatas.
41

 Karena 

dalam hal ini ia tidak mempelajari setiap individu yang hidup dalam 

masyarakat. 

Kegiatan muamalah yang dilakukan oleh seseorang harus 

memperhitungkan perintah kitab suci Al-Qur’an dan As-sunnah. Islam 

menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial dapat dimaksimalkan jika sumber 

daya ekonomi juga dialokasian sedemikian rupa, sehingga dengan 

pengaturan kembali keadaannya, tidak seorangpun lebih baik dengan 

menjadikan orang lain buruk di dalam kerangka Al-Qur’an dan As-

sunnah.
42

 Kesejahteraan akan tercapai dengan cara pengelolaan sumber 

daya eknomi secara optimal serta harus saling membawa kebaikan antara 

individu yang satu dengan yang lain atau saling mengutungkan. Namun 

dalam hal ini yang harus dipahami adalah bahwa konsep kesejahteraan 
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manusia itu tidak mungkin statis, dan selalu relatif pada keadaan yang 

berubah. 

Pokok persoalannya adalah bahwa konsep kesejahteraan harus 

sejalan dengan prinsip-prinsip universal Islam, prinsip-prinsip yang akan 

tetap sahih sepanjang masa mendatang, karena ilmu ekonomi islam 

mengambil pengetahuan dari fakto-faktor ekonomi seperti faktor politik, 

sosial, etik, dan moral.
43

 Demikianlah ruang lingkup ilmu ekonomi Islam 

yang tamaknya menjadi adminitrasi kekurangan sumber-sumber daya 

masyarakat manusia di pandang dari segi konsepsi etik kesejahteraan 

dalam Islam. 

Islam selalu menekankan agar setiap orang mencari kekayaan 

dengan cara yang halal. Semua sarana dalam hal mendapatkan kekayaan 

secara tidak sah dilarang, karena hal ini dapat membinasakan suatu 

bangsa. Karenanya, telah ditetapkan aturan-aturan tertentu yang mengatur 

dan menentukan bentuk dan itensitas kegiatan-kegiatan manusia dalm 

memperoleh kekayaan, seperti dengan cara jual beli, sewa-menyewa, bagi 

hasil dan sebagainya. Hal ini begitu dibatasi sehingga serasi dengan 

kedamaian dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pada tahap 

manapun tidak ada kegiatan ekonomi yang bebas dari beban pertimbangan 

moral. Ekonomi Islam tidak hanya mengenai sebab-sebab material 

kesejahteraan, tetapi juga mengenai jual hal-hal non-material yang tunduk 

pada larangan Islam tentang konsumsi dan produksi. Baik konsumen 
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maupun produsen dalam Islam bukanlah raja. Perilaku keduanya harus 

dituntut oleh kesejahteraan umum, individual dan sosial sebagaimana 

dipahami dalam syariat. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa ruang 

lingkup dan ekonomi syariah bukan hanya semata-mata mengenai 

ekonomi yang berbasis syariah saja, seperti mudhorobah (bagi hasil), 

rahn, (gadai), ijarah (sewa-menyewa), syirkah (perkongsian), dan 

sebagainya. Melainkan lebih dari itu, hukum ekonomi syarih juga 

membahas tentang perilaku dan kode etik dan melaksanakan kegiatan 

ekonomi di masyarakat serta mengenai penyelesaian masalah-masalah 

yang mungkin saja timbul karena kegiatan-kegiatan ekonomi tersebut. 

Adapun cara penyelesain sengketa dalam hukum ekonomi syariah 

adalah sebagai berikut: 

a. Al-Sulh (Perdamaian) 

Secara bahasa sulh berarti meredam pertikaian, 

sedangkan menurut istilah sulh berarti suatu jenis akad atau 

perjnjian untuk mengakhri perselisihan/pertengkaran antara dua 

pihak yang bersengketa secara damai. Ada tiga rukun yang 

harus dipenuhi dalam perjanjian perdamaian yang harus 

dilkukan oleh orang yang melakukan perdamaian, yakni ijab, 

qabul, dan lafaz dari perjanjian damai tersebut. Dari perjanjian 

damai itu lahir suatu ikatan hukum, yang masing-masing pihak 

wajib melaksanakannya. Perlu diketahui bahwa perjanjian 

damai yang sudah disepakati itu tidak dapat dibatalkan secara 

sepihak. Jika tidak ada  yang menyetujui isi perjanjian itu, 

maka pembatalan perjanjian itu harus ada persetujuan dari 

kedua belah pihak. 

b. Tahkim (Arbitrase) 

Arbitrase dalam perspektif Islam dapat dipadankan 

dengan istilah tahkim. Tahkim sendiri berasal dari kata 

hakkama. Secara etimologi, tahkim berarti menjadikan 

seseorang sebagai pencegah suatu sengketa. Secara umum 

tahkim memeliki pengertian yang sama dengan arbitrase yang 
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di kenal dewasa ini, yakni pengangkatan seseorang atau lebih 

sebagai wasit oleh dua orang yang berselisih atau lebih, guna 

menyelesaikan perselisihan mereka secara damai, orang yang 

menyelesaikan disebut dengan hakam. 

c. Wilayat al-Qadha (Kekusaan Kehakiman) 

1) Al-Hisbah, adalah lembaga resmi negara yang diberi 

wewenang untuk menyelesaikan masalah-masalah atau 

pelanggaran ringan yang menurut sifatnya tidak 

memerlukan proses peradilan untuk menyelesaikannya. 

2) Al-Madzalim, adalah lembaga yang dibentuk pemerintah 

untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hukum yang 

dilakukan oleh aparat atau pejabat pemerintah seperti sogok 

menyogok, tindakan korupsi, dan kebijakan pemerintah 

yang merugikan masyarakat. 

3) Al-Qadha (Peradilan), menurut arti bahasa al-Qadha berarti 

memutuskan atau menetapkan. Menurut istilah berarti 

menetapkan  hukum syara’ pada suatu peristiwa atau 

sengketa untuk menyelesaikannya secara adil dan mengikat. 

Adapun kewenangan yang dimiliki oleh lembaga ini adalah 

menyelesaikan perkara-perkara syakhsyiah (masalah 

keperdataan, termasuk didalamnya hukum keluarga) dan 

masalah jinayat (yakni hal-hal yang menyangkut pidana).
44

 

 

Berdasarkan penjelasan di atas  semakin memperjelas bahwa ruang 

lingkup dari hukum ekonomi syariah bukan saja mengenai kegiatan 

ekonomi, tetapi juga membahas mengenai penyelesaian sengketa yang 

mungkin saja timbul dari kegiatan ekonomi tersebut. Sehingga jelas bahwa 

ruang lingkup dari hukum ekonomi syariah adalah meliputi kehidupan 

sosial masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi dalam 

memenuhi kehidupan hidup, kode etik dalam bermuamalah, dan 

penyelesaian sengketa yang mungkin timbul dari kegiatan ekonomi yang 

dilakukan manusia. 
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3. Prinsip Hukum Ekonomi Syariah 

Hukum Ekonomi Islam sebagai aturan yang ditetapkan syara’, 

terhadap prinsip-prinsip yang harus dipenuhi apabila sebuah interaksi antar 

sesama manusia yang berkaitan dengan harta dan kepemilikan akan 

dilakukan. Prinsip-prinsip ini mesti dijadikan sebagai aturan dalam 

melakukan aktifitas ekonomi. 

Berdasarkan pada beberapa pendapat para fuqoha ketika 

mendiskripsikan fiqh al-mu’amalah, maka setidaknya ditemukan empat 

prinsip, yaitu: 

a. Pada asalnya aktivitas ekonomi itu boleh dilakukan sampai ada 

dalil yang mengharamkannya. 

b. Aktfitas ekonomi itu hendaknya dilakukan dengan suka sama 

suka (‘an taradlin) 

c. Kegiatan ekonomi yang dilakukan hendaknya mendatangkan 

maslahat dan menolak madharat (jabl al-mashalih wa dar’u al-

mafasid), dan 

d. Dalam aktivitas ekonomi itu terlepas dari unsur gharar, 

kedzaliman, dan unsur lain yang diharapkan berdasarkan 

syara’.
45
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Jenis dan Sifat Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah field reseacrh (penelitian lapangan). 

Penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan mempelajari secara 

intensif latar belakang dan keadaan sekarang dari interaksi lingkuangan yang 

terjadi pada suatu satuan social seperti individu, kelompok, lembaga, dan 

masyarakat.
1
 

Permasalahan yang diangkat pada penelitian ini yaitu jual beli yang 

dilakukan oleh mumayyiz dalam tinjauan hukum ekonomi syariah. Peneliti 

mengumpulkan data yang diperoleh dengan melakukan penelitian langsung di 

desa Tanggulangin Kec. Punggur Lampung Tengah. 

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif 

kualitatif adalah menggambarkan sifat sesuatu yang berlangsung pada saat 

penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab suatu gejala tertentu.
2
 

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan sesuatu kondisi sosial tertentu. 

Sedangkan pendekatan kualitatif yaitu data yang tidak dinyatakan dalam 

bentuk angka.
3
 

Deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini, artinya bahwa peneliti 

mengumpulkan data dari fakta yang ada di lapangan dan untuk mengetahui 
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suatu masalah dengan keadaan sebagaimana adanya. Peneliti memaparkan 

data hasil penelitian yang di peroleh di lapangan yaitu jual beli yang dilakukan 

oleh mumayyiz di Tanggulangin Kec.Punggur  secara rinci dan jelas sebagai 

hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti. 

 

B. Sumber Data 

Menurut Suharsimi Arikunto yang dimaksud dengan sumber data 

dalam penelitian adalah subjek darimana data diperoleh.
4
 Pada penelitian ini, 

peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan 

datanya, maka sumber data tersebut disebut responden yaitu orang yang 

merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan 

tertulis maupun lisan. Sumber data dari penelitian ini adalah sumber data 

primer dan sumber data sekunder. 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari 

lapangan.
5
 Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini 

adalah berupa data langsung yang diperoleh dari hasil wawancara penulis 

kepada penjual mainan dan orangtua anak yang melakukan transaksi jual 

beli.  
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2. Sumber Data Sekunder 

Sumber-sumber sekunder terdiri atas berbagai macam, dari surat-

surat pribadi kitab harian, notula rapat perkumpulan sampai dokumen-

dokumen.
6
 Pada umumnya untuk mendapat data sekunder, tidak lagi 

dilakukan wawancara atau melalui instrumen jenis lainnya melainkan 

meminta bahan-bahan sebagai pelengkap dengan melalui petugas (buruh) 

atau tanpa melalui petugas yaitu dengan mencarinya sendiri dalam file-file 

yang tersedia.
7
 

Berdasarkan pengertian sumber data sekunder tersebut di atas 

dapat dipahami bahwa sumber data sekunder adalah sumber data 

penunjang atau pendukung yang berupa tulisan dan penelitian yang 

berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. Sumber data sekunder adalah 

data yang berkaitan dan ada relevansinya dengan proposal skripsi ini. 

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

1. Wawancara 

Wawancara (Interview) adalah suatu percakapan tanya jawab lisan 

antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan 

diarahkan pada suatu masalah tetentu.
8
 Wawamcara (interview) dibedakan 

menjadi tiga macam, yaitu: Interview Bebas (tanpa pedoman pertanyaan), 
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Interview Terpimpin (menggunaka daftar pertanyaan), Interview bebas 

terpimpin (kombinasi antara Interview bebas dan terpimpin). 

Cara yang digunakan peneliti adalah interview bebas terpimpin, 

yaitu kombinasi antara interview bebas dan terpimpin. Pertanyaan-

pertanyaan yang akan diajukan diarahkan kepada topik yang akan dibahas 

untuk melakukan interview. Peneliti mengajukan pertanyaan kepada dua 

orang pedagang mainan dan orangtua anak yang melakukan transaksi jual 

beli. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi pelaksanaan 

jual beli yang dilakukan oleh anak tersebut. 

 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah mencari data yang mengenai hal-hal yang 

berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen 

rapat, lengger, agenda, dan lain sebagainya.
9
 Tehnik dokumentasi 

digunakan untuk mengumpulkan data tertulis yang mengandung 

keterangan dan penjelasan yang mempunyai pemikiran tentang kejadian 

yang masih aktual dan sesuai dengan masalah dalam penelitian, seperti 

hal-hal yang berkaitan tentang muamalah Jual-beli yang dilakukan 

mumayyiz (anak kecil) menurut hukum ekonomi syariah. Anak kecil 

(mumayyiz) pada penelitian ini dibatasi hanya pada anak yang berumur 7 

sampai dengan 10 tahun.   
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D. Tehnik Analisis Data 

Analasis data adalah cara penyerderhanaan data dalam bentuk yang 

lebih mudah dipahami dan dibaca dan interprestasikan.
10

 Analisi data 

kualitatif adalah upaya yang dilakukan selama dan setelah pengumpulan data, 

dengan teknik-teknik misalnya analisis tema. 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode analisis kualitatif lapangan, karena data yang diperoleh merupakan 

keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Analisis data Kualitatif adalah 

upaya yang dilakukan dengan bekerja dengan data, memilah-milah data 

menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, 

menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa 

yang dapat diceritakan kepada orang lain.
11

 

Penelitian kualitatif bersifat induktif, yaitu dalam penelitian kualitatif 

data yang bersifat khusus digunakan untuk membangun konsep, wawasan dan 

pengertian baru yang bersifat lebih umum. Menurut Sutrisno Hadi, berfikir 

induktif adalah berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang 

khusus, peristiwa-peristiwa yang konkret, kemudian dari fakta-fakta itu ditarik 

generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.
12

 

Penelitian kualitatif meskipun prosesnya dilakukan secara induktif, 

tidak berarti penelitian tanpa memiliki perspektif, sebab peneliti harus dapat 

memilih permasalahan penelitian dan pendekatan sebagai prespektif dalam 
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memahami gejala sosial berdasarkan berbagai teori, dan atau ia membaca 

hasil-hasil penelitian terdahulu yang memiliki kedekatan dengan penelitian 

yang dilakukan.
13

 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti menggunakan data yang 

telah diperoleh dalam bentuk dan uraian-uraian untuk dianalisis dengan cara 

berfikir induktif. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

A. Gambaran Umum Desa Tanggul Angin Kecamatan Punggur Kabupaten 

Lampung Tengah 

 

Tanggul Angin merupakan salah satu nama desa yang ada di 

Kecamatan Punggur Lampung Tengah. Desa Tanggul Angin dibuka pada 

tahun  1938, yang bertransmigrasi sebanyak 385 Kepala Keluarga (KK). 385 

KK tersebut terdiri dari  1.540 jiwa yang berasal dari Pulau Jawa.
1
 Dahulu 

kala Desa Tanggul Angin adalah hutan belantara, menurut cerita penduduk 

desa berasal dari Pulau Jawa dan sebagian dari Sumatera yaitu Suku 

Lampung. 

Bapak Marsudi merupakan salah satu perintis dimulainya penebangan 

hutan pada  tahun 1938 dan pada saat itu Bapak Marsudi ditunjuk sebagai 

Kepala tebang. Selanjutnya, dengan demikian banyaknya orang yang 

mengikuti kegiatan tebang hutan yang bertandatangan untuk membuka lahan 

dan menjadikan sebuah Desa, maka pada tahun kedua, yaitu tahun 1940 

terbentuklah sebuah Desa yang bernama Desa Tanggul Angin. Desa Tanggul 

Angin memiliki batas-batas wilayah yakni sebagai berikut: 

1. Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Desa Sidomulyo Kecamatan 

Punggur Kabupaten Lampung Tengah. 

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Desa Totokaton Kecamatan 

Punggur Kabupaten Lampung Tengah. 

                                                 
1
 Dokumen Desa, Profil Desa Tanggul Angin Tahun 2013, (Tanggul Angin: Kantor 

Kelurahan Tanggul Angin, 2013), h. 3 
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3. Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Desa Astomulyo Kecamatan 

Punggur Lampung Tengah. 

4. Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Desa Mulyodadi Kecamatan 

Punggur Lampung Tengah.
2
 

Masyarakat Tanggul Angin sebagian besar beragama Islam yaitu 

sebanyak 95%  dari jumlah penduduknya. Sebanyak 3% dari jumlah 

penduduknya beragama Katolik dan Kristen sebanyak 2% dari jumlah 

penduduknya.
3
 

Desa Tanggul Angin terdiri dari 5 (lima) dusun, dengan jumlah 

penduduk sebanyak 5.576 jiwa. Desa Tanggul Angin memiliki luas wilayah 

seluas 6.038 Ha. Dari luas wilayah tersebut, sebagian besar wilayah Desa 

Tanggul Angin adalah persawahan. Areal persawahan yang berada di Desa 

Tanggul Angin mencapai 224 Ha, atau 55,3% dari keseluruhan luas wilayah 

Desa Tanggul Angin.
4
 

Gambar 4.1.  

Pertanahan Desa Tanggul Angin  

 

 

                                                 
2
 Ibid, h. 4 

3
 Ibid, h. 8 

4
 Ibid, h. 6 
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Hal ini mengakibatkan sebagian besar penduduknya adalah petani dan 

peternak ikan, yaitu mencapai 35%.
5
 Kegiatan masyarakat yang berhubungan 

dengan pertanian yang biasanya dilakukan oleh masyarakat adalah jual beli 

hasil panen. Kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan peternakan yaitu 

meliputi pembibitan benih ikan lele. Sedangkan kegiatan lain selain bertani 

adalah sebagai pedagang sebanyak 34%, buruh sebanyak 17%, dan lain-lain 

sebanyak 14%. 

Gambar 4.2  

Diagram Mata Pencaharian Penduduk Desa Tanggul Angin  

Kec. Punggur Kab. Lampung Tengah  

 

 
 

Masyarakat Tanggul Angin sebagian besar berprofesi sebagai 

pedagang di pasar. Hal ini mengakibatkan besarnya persaingan dalam 

terjadinya proses jual beli. 

 

                                                 
5
 Ibid, 
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B. Transaksi Jual Beli yang dilakukan Mumayyiz di Desa Tanggul Angin 

Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah 

 

Jual beli sebagai salah satu bentuk transaksi harus ada beberapa hal 

yang harus dipenuhi agar akadnya dianggap sah dan mengikat. Beberapa hal 

tersebut disebut sebagai rukun. Ulama Hanafiyah menegaskan bahwa rukun 

jual beli hanya satu, yaitu ijab. Menurut mereka hal yang paling prinsip dalam 

jual beli adalah saling rela yang diwujudkan dengan kerelaan untuk saling 

memberikan barang. Maka jika telah terjadi ijab, jual beli telah dianggap 

berlangsung. Tentunya dengan adanya ijab, pasti ditemukan hal-hal yang 

terkait dengannya, seperti para pihak yang berakad, objek jual beli dan nilai 

tukarnya. 

Syarat orang yang melakukan akad yaitu bagi mereka yang telah 

mencapai kedewasaan. Sebagian Ulama menganggap bahwa jual beli yang 

dilakukan anak kecil tidak sah hukumnya, sebab mereka masih belum dewasa. 

Para ulama yang brpendapat demikian alasanya adalah bahwa anak kecil 

hukumnya disamakan dengan orang taklif. Karena lazimnya kedua perkara itu 

terdapat pada masa ini, yakni adanya kematangan pikiran dan kecakapan.
6
  

Jual beli yang dilakukan anak kecil yang mumayiz yang mengandung 

manfaat dan mudarat sekaligus, seperti jual beli, sewa-menyewa dan 

perserikatan dagang dipandang sah menurut hukum dengan ketentuan bila 

walinya mengizinkan setelah dipertimbangkan dengan sematang-matangnya. 

Transaksi jual beli oleh mumayyiz di Desa Tanggul Angin merupakan 

hal yang sudah biasa dilakukan. Jual beli terjadi akibat keterbatasan ekonomi 

                                                 
6
  Ibnu Rusyd, Bidayah al Mujtahid, Juz III, (Semarang: As-Syifa’, 1990), h.322 
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orangtua sehingga anak kecil (mumayyiz)  menjual mainan yaitu berupa kertas 

file binder bergambar kepada teman satu sekolah dan teman bimbelnya yang 

berada di Desa Tanggul Angin tepatnya di dusun 3 (tiga). 

Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil tersebut adalah untuk 

mendapatkan uang saku tambahan karena uang saku yang diberikan 

orangtuanya kurang, selain itu anak tersebut menjual kertas fail itu untuk 

mendapatkan kertas file yang bergambar lebih bagus sehingga bisa mereka 

jual kembali dengan harga yang lebih mahal. 

Anak kecil mendapatkan kertas fail yaitu dari pedagang mainan yang 

biasa berdagang diluar halaman sekolah ketika jam istirahat, tetapi anak kecil 

tersebut mengatakan lebih sering membelinya di pasar karena banyaknya 

pilihan dan harganaya jauh lebih murah dari yang dijual oleh pedagang 

mainan yaitu ibu Marfuah yang sering berjualan dihalaman sekolahnya.
7
 

Salah satu pedagang mainan tersebut adalah Bapak Hendri, Bapak 

Hendri memulai berdagang sejak tahun 2005, beliau mendapatkan barang 

dagangannya dari sales atau beliau belanja di pasar Kota Metro. Menurut 

Bapak Hendri penjualan kertas fail bergambar ini sangat di minati oleh anak-

anak karena gambarnya yang menarik perhatian mereka sehingga anak-anak 

kecil suka mengoleksi dan menjualnya kembali menurut informasi yang 

diceritakan oleh  Bapak Hendri.
8
 

                                                 
7
 Wawancara dengan Ibu Sri Martini selaku orangtua anak di Desa Tanggul Angin pada  

November 2017. 
8
 Wawancara dengan Bapak Hendri pedagang di pasar Tanggul Angin pada 27 Oktober 

2017 
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Ada sekitar 5 orang yang  menjadi langganan pembeli kertas fail 

bergambar yang dijual Bapak Hendri, salah satunya adalah Ibu Marfuah. Ibu 

Marfuah adalah orang yang berdagang di halaman sekolah desa Tanggul 

Angin. Kertas fail yang Bapak Hendri jual kepada Ibu Marfuah dihargai 1 

pack kertas fail yang biasa Rp. 9000,-  kemudian yang jenisnya tebal dan 

gambarnya lebih menarik dihargai senilai Rp. 12.500,- 

Ibu marfu’ah mendapatkan keuntungan dalam penjualan 1 pack kertas 

fail sebesar Rp. 3.500,- sampai Rp.4.000,- , pembeli semua dari anak-anak 

karena Ibu Marfu’ah hanya berjualan di halam Sekolah Dasar, dan tempat 

bimbel saja.
9
  

Akad yang digunakan dalam transaksi jual beli ini adalah akad tijaroh, 

karena akad ini  penjual dan pembeli saling mencari menguntungkan, dan uang 

dan barang diserahkan dimuka pada saat transaksi dilakukan. Mumayyiz 

membeli kertas fail untuk dijual kemabali agar mendapat keuntungan.  Tidak 

semua konsumen adalah mumayyiz ada juga dari kalangan orang dewasa untuk 

pembelian kertas fail ada juga mahasiswa.
10

 

Anak  kecil (mumayyiz) melakukan transaksi jual beli tanpa  

sepengetahuan orangtuanya, hal itu dilakukan karena anak kecil (mumayyiz) 

mengatakan  kurangnya uang saku yang diberikan orangtua, padahal mereka 

sudah dilarang oleh orangtuanya. Transaksi yang terjadi biasa anak kecil 

lakukan pada jam istrhat sekolah, atau pada saat bimbel.
11

 

                                                 
9
 Wawancara dengan Ibu Mar’fuah pedagang mainan pada Oktober 2017 

10
 Wawancara dengan Bapak Hendri pedagang di pasar Tanggul Angin pada  Oktober 

2017 
11

 Wawancara dengan Ibu Maryani selaku orang tua anak, pada November  2017 
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Menurut Bapak Hendri, beliau melakukan jual beli tetapi kurang 

mengerti tentang peraturan bermuamalah, yang beliau tahu hanya apabila 

sudah saling suka sama suka transaksi jual beli nya sah, tidak tahu bahwa 

syarat jual beli salah satu nya juga harus baligh (bukan anak kecil).
12

 

Menurut pendapat Mazhab Syafi’iyah jual beli yang dilakukan anak 

kecil hukumnya tidak sah, karena anak kecil di anggap belum mukallaf, sama 

saja statusnya diartikan dengan anak yang belum mumayyiz, karena tidak dapat 

dipastikan secara pasti masa dimana anak kecil memiliki akal yang 

menyebabkan anak kecil layak melakukan jual beli. Tolak ukur yang 

digunakan dalam syariat adalah usia baligh. Maka, segala ketentuan yang 

berlaku untuk orang yang berakal itu tidak berlaku sampai seorang anak 

berusia baligh. 

Sebagian Ulama berpendapat anak kecil tidak sah melakukan transaksi 

jual beli karena belum ada kematangan pikiran dan kecakapan untuk anak 

kecil melakukan transaksi jual beli tersebut. Sedangkan yang terjadi di desa 

Tanggul Angin yang melakukan jual beli adalah anak kecil (mumayyiz). 

Dikatakan  mumayyiz dalam  hukum  Islam  ialah anak yang sudah mencapai 

usianya, biasanya anak itu umur genap 7 tahun.  Jadi kalau masih kurang dari 

7 tahun  maka  anak  itu hukumnya belum mumayyiz, walaupun sudah 

mengerti tentang  istilah  menjual   dan membeli,  sebaliknya kadang-kadang 

anak  yang  sudah lebih 7 tahun umurnya tetapi belum mengerti hal tentang 

jual beli dan sebagainya. Dapat dipahami bahwa  yang dimaksud dengan 

                                                 
12

 Wawancara dengan Bapak Hendri pedagang mainan, pada Oktober 2017 
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mumayyiz adalah anak yang sudah mencapai usia dimana anak tersebut sudah 

bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. 

Menurut Mazhab Hanbali, transaksi jual beli bisa di lakukan anak kecil 

dan dianggap sah apabila jual beli tersebut mengandung manfaat bagi 

keduanya, kemudian barang tersebut nilainya remeh seperti membeli sepotong 

kue,mainan, dan barang yang nilainya tidak besar dan apabila orangtuanya 

mengizinkannya.
13

 Tetapi yang terjadi di desa Tanggul Angin, transaksi yang 

dilakukan anak kecil tersebut tanpa sepengetahuan orang tuanya. 

Ibu  Srimartini dan Ibu Maryani selaku orangtua anak tersebut  

memberrikan uang saku kepada anaknya  perhari Rp.2000,- . Awalnya beliau 

tidak mengetaui apabila anaknya melakukan dan mempunyai pemikiran untuk 

menjual belikan lagi mainan kertas fail bergambar.
14

 Dampak yang timbul 

akibat kurang pahamnya tentang hukum tentang jual beli ini sehingga menjadi 

kebiasaan di desa Tanggul Angin anak kecil melakukan transaksi jual beli. 

 

C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah terhadap Jual beli mainan yang 

dilakukan oleh Mumayyiz di Desa Tanggul Angin Kecamatan Punggur 

Kabupaten Lampung Tengah  

 

Hukum Ekonomi syariah adalah suatu studi yang mempelajari cara-

cara manusia mencapai kesejahteraan dan mendistribusikan berdasarkan 

Hukum Islam. Kesejahteraan yang dimaksud adalah segala sesuatu yang 

mempunyai nilai atau harga, mencakup harta kekayaan, dan jasa yang 

diproduksi dan dialihkan, baik dalam bentuk menjual dan membeli oleh para 

                                                 
13

 M.Ali Hasan, Berbagai Macam Ttransaksi Dalam Islam (Fiqih Muamalat), (Jakarta: 

Raja Grafindo Persada, 2003), h.119 
14

 Wawancara Ibu Sri dan Ibu Maryani orangtua anak, Oktober  20117 
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pembisnis, maupun dalam bentuk transaksi lainnya sesuai ekonomi syariah, 

atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip-prinsip syariah.
15

 

Transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil (mumayyiz) yang terjadi 

di Desa Tanggul Angin Kecamatan Punggur sudah menjadi suatu kebiasaan 

yang ada dalam masyarakat. Peneliti dalam hal ini akan melakukan analisis 

terhadap transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil yang terjadi di Desa 

Tanggul Angin akan dibaningkan dengan konsep jual beli menurut hukum 

ekonomi syariah. 

Transaksi jual beli yang terjadi di Desa Tanggul Angin dilaksanakan 

dengan kebiasaan masyarakat. Kebiasaan dalam fiqih disebut dengan urf, arti 

urf secara harfiyah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan 

yang dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau 

meninggalkannya.
16

 Urf menurut sebagian ulama dapat dijadikan sumber 

hukum, dilakukannya kebiasaan manusia terhadap suatu hal menunjukan 

bahwa dengan melakukannya mereka akan memperoleh maslahat atau 

terhindar dari mafsadah.
17

 

Dalam konsep transaksi jual beli menurut hukum ekonomi syariah, 

memiliki rukun dan syarat –syarat yang harus dipenuhi saat pelaksanaan jual 

beli yaitu: 

d. Akad (ijab qobul). Akad adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli. 

Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan qobul. 

                                                 
15

 Zainudin Ali, Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 2 
16

 Rachmad Syafe’i, Ilmu Ushul Fiqih, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 128 
17

Sulaiman Abdullah, Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya, (Jakarta: 

Sinar Grafika,2004), h. 79 
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e. Orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli). Harus memiliki 

kompetensi dalam melakukan aktivitas ini, yakni sudah akil baligh, serta 

kemampuan memilih. Tidak sah transaksi yang dilakukan anak kecil yang 

belum mumayyiz, orang gila atau orang yang dipaksa.
18

 Aqid yang belum 

baligh dapat menghadirkan wali. 

f. Ma’kud alaih (objek akad). Harus  suci bermanfaat, dapat 

diserahterimakan, dan merupakan hak milik penuh salah satu pihak.
19

 

Tidak menjual barang najis dan barang haram. 

Mazhab Maliki berpendapat bahwa sah jual beli harus memenuhi 

rukun dan syarat, salah satunya adalah barang atau objek yang 

diperjualbelikan harus memiliki manfaat secara agama. Jual beli merupakan 

salah satu cara manusia untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Kebutuhan 

ekonomi termasuk dalam kebutuhan primer, hal ini merupakan kemaslahatan 

yang berhubungan dengan upaya memelihara harta yang berkesinggungan 

dengan kebutuhan primer yang lain, yakni agama,jiwa, akal, dan keturunan. 

Jual beli dianggap sah secara syariah bila memenuhi beberapa 

persyaratan, keridhoan kedua belah pihak (penjual dan pembeli), yang 

melakukan akad jual beli adalah orang yang memang diperkenankan mengenai 

urusan ini. Barang yang diperjualbelikan dapat diserahterimakan, harus halal, 

dan ada unsur kemanfaatan yang mubah. Hendaknya transaksi jual beli tidak 

mengandung syarat yang bisa membatalkannya.  Syarat yang dimksut adalah 

syarat  yang lebih menguntungkan salah satu pihak saja, dan tidak didukung 

                                                 
18

 Abdullah al-Muslih & Shalah ash-Sawi, Fiqih Ekonomi Keuangan Islam, 

diterjemahkan oleh Abu Umar Basyir, (Jakarta: Darul Haq, 2001), h. 90 
19

 Ibid, h.91 
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oleh agama, dikenal oleh tradisi, ataupun tidak sesuai dengan tujuan 

transaksi.
20

 Barang yang diperjualbelikan diketahui zatnya, baik dengan cara 

dilihat atau dengan sifat dan kriteria (spesifikas)-inya. 

Syarat lain harus terpenuhi agar terhindar dari transaksi riba ialah 

adanya kesamaan yang meyakinkan, baik menurut ukuran takaran bagi sesuatu 

yang ditakar ataupun menurut ukuran timbangan berpengaruh pada hukum, 

seperti pengaruh yang ditimbulkan oleh jenis.
21

 

Praktek jual beli yang dilakukan oleh anak kecil (mumayyiz) di Desa  

Tanggul Angin tidak ada manfaat di balik transaksi yang dilakukan oleh anak 

yang belum mumayyiz karena dia belum memiliki pengetahuan mengenai 

seluk-beluk jual beli dan dia juga belum bisa mengetahui apakah harga suatu 

barang itu terlalu mahal ataukah tidak. Anak yang belum mumayyiz tidak perlu 

diuji karena kondisi anak tersebut sudah jelas. 

Sesuai dengan firman Allah: 

                                   ....    

Artinya: “Dan ujilah anak-anak yatim sehingga mereka cukup umur untuk 

menika. Jika menurutmu mereka telah cerdas (cakap menerima 

harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya”. (QS. An 

Nisa:6) 

 

Makna ayat di atas adalah: ujilah anak-anak tersebut supaya kalian 

mengetahui kelayakan mereka dalam membelanjakan harta. Proses ujian 

hanya bisa dilakukan dengan memberikan kepada mereka–wewenang untuk 

                                                 
20

 Wahbah az-Zuhaily,  Fiqih Islam., h. 60 
21

 Ibnu Rusyid, Terjemahan Bidayatu’ul-Mujtahid, (Semarang: Asy-Syifa’, 2016), h. 15 



 

 

60 

melakukan transaksi jual beli, supaya diketahui apakah anak tersebut bisa 

membeli barang dengan harga standard ataukah tidak. Selain itu, anak yang 

sudah mumayyiz itu sudah memiliki akal namun tidak sesempurna akal orang 

dewasa, sehingga dia tidak diperbolehkan melakukan transaksi jual beli 

melainkan dengan izin orangtuanya, semisal budak. Karenanya, tidak tepat 

jika menyamakan anak yang sudah mumayyiz dengan anak yang 

belum mumayyiz. Tidak ada manfaat di balik transaksi yang dilakukan oleh 

anak yang belum mumayyiz karena dia belum memiliki pengetahuan mengenai 

seluk-beluk jual beli dan dia juga belum bisa mengetahui apakah harga suatu 

barang itu terlalu mahal ataukah tidak. Anak yang belum mumayyiz tidak perlu 

diuji karena kondisi anak tersebut sudah jelas. 

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dipahami bahwa berdasarkan 

Q.S An-Nisa ayat 6 memberikan keterangan tidak sahnya akad jual beli karena 

anak belum mempunyai kecakapan untuk mentasharufkan harta. Jadi anak 

tidak memenuhi syarat untuk berjual beli. 

Adapun analisi Praktek jual beli yang dilakukan anak kecil (mumayyiz) 

yang terjadi di Desa Tanggul Angin dilihat dari segi syarat jual beli: 

1. Segi Subjeknya 

Melihat dari ketentuan syarat tentang akad jual beli dalam Islam 

bahwa Aqid (penjual dan pembeli) harus baligh, berakal berkehendak 

sendiri, dan dapat membedakan (memilih). Akad orang bodoh, anak kecil 

dan mabuk tidak sah. 
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Menurut pengamatan peneliti di lapangan, proses jual beli yang 

terjadi  di  Desa Tanggul Angin adalah anak kecil yang belum dewasa. 

Jadi dari segi subjek atau pelaku (aqid) belum mengetahui ketentuan 

hukum yang berlaku dalam Islam. 

2. Segi Objeknya 

Syarat barang yang diperjualbelikan atau diakadkan dalam Islam: 

bersih barangnya (suci), dapat dimanfaatkan milik orang yang melakukan 

akad, mampu menyerahkan, mengetahui, barang yang diakadkan ada 

ditangan. 

3. Segi Akadnya 

Ditinjau  dari segi akad (subjek) jual beli terbagi menjadi tiga 

bagian dengan lisan, dengan perantara dan dengan perbuatan. Akad jual 

beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh 

kebanyakan orang, bagi orang bisu diganti dengan isyarat, isyarat 

merupakan pembawaan alami dalam menyampaikan kehendak, yang 

dipandang dalam akad adalah maksut atau kehendak dan pengertian, 

bukan pembicaraan dan pernyataan. 

Sedangkan dari segi akad, jual beli yang dilakukan anak kecil 

(mumayyiz) di Desa Tanggul Angin dilakukan secara lisan, namun jual 

beli tersebut dilakukan oleh anak kecil (mumayyiz) tidak menggunakan 

ijab dan qobul karena anak tersebut belum memahami tentang tata cara 

dalam jual beli. 
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Jadi bisa dikatakan jual beli oleh anak kecil (mumayyiz) yang terjadi di 

Desa Tanggul Angin masih belum memenuhi ketentuan rukun dan syarat 

secara sepenuhnya. Syarat jual beli yaitu antara penjual dan pembeli, adanya 

uang atau barang dan barang yang diperjualbelikan dan adanya ijab atau 

persetujuan antara  penjual dan pembeli, masih ada salah satu syarat yang 

belum terpenuhi, yaitu syarat objek akad. Bahwa jual beli yang dilakukan anak 

kecil (mumayyiz) belum memenuhi syarat karena belum baligh dan belum 

mengerti tata cara dalam berjual beli, maka akan mengakibatkan tidak sahnya 

jual beli tersebut. 

 

 

  



BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dibahas pada 

bab-bab sebelumnya,  maka dapat  disimpulkan sebagai berikut:  

1. Jual beli yang dilakukan mumayyiz di desa Tanggul Angin di tinjau dari 

perspekif Hukum Ekonomi Syariah belum memenuhi syarat sahnya jual 

beli karena yang melakukan adalah anak yang belum baligh dan menurut  

Mazhab Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah jual beli dianggap sah 

apabila  diizinkan oleh orangtua dan nilai barangnya remeh, sedangkan 

jika tidak ada izin walinya maka akadnya menjadi maukuf. 

2. Dampak yang timbul akibat transaksi jual beli yang dilakukan mumayyiz 

yaitu transaksi tersebut menjadi kebiasaan. Padahal para mumayyiz 

tersebut belum memahami aturan hukum ekonomi syariah mengenai 

hukum bermuamalah.  

 

B. Saran  

Saran yang dapat diberikan dalam hal ini adalah sebaiknya bagi 

masyarakat di Desa Tanggul Angin mengetahui tentang hukum transaksi jual 

beli  yang dilakukan mumayyiz dan paham tentang dasar hukum yang 

melatarbelakanginya. Sehingga proses transaksi jual beli yang dilakukan 

mendapatkan manfaat bagi yang melakukannya. 
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